
 
 
   

 
 
 

 
SALINAN 

PERATURAN WALIKOTA SURABAYA 
NOMOR 2 TAHUN 2015   

 
TENTANG 

 
TATA CARA PEMBERIAN HONORARIUM PETUGAS PARKIR 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA SURABAYA, 

 
Menimbang  : a.  bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan 

Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir, Pemerintah 
Daerah berkewajiban memberikan honorarium kepada petugas 
parkir di tempat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. 

 
  b. bahwa agar pemberian honorarium kepada petugas parkir 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dilaksanakan sesuai 
dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah, maka perlu 
mengatur tata cara pemberian honorarium petugas parkir dalam 
Peraturan Walikota. 

 
  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b,perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Tata Cara Pemberian Honorarium Petugas Parkir. 

 
 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa 
Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2730); 

  

2.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4287); 
 

3.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4355); 
 

4.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049); 
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5.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 
2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 5589); 

 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4593); 
 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310); 

 

10. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota 
Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 12); 

 

11. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2009 tentang 
Penyelenggaraan Perparkiran dan Retribusi Parkir (Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan Lembaran 
Daerah Kota Surabaya Nomor 1);  

 

12. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah 
Kota Surabaya Nomor 7); 
 

13. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 9 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Tahun 2012 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya 
Nomor 8); 
 

14. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang 
Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah 
Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah 
kedua kali dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 27 Tahun 
2013 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2013 Nomor 27). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN 

HONORARIUM PETUGAS PARKIR. 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 
 
1. Daerah adalah Kota Surabaya. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya. 

 
3. Walikota adalah Walikota Surabaya. 

 

4. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan 
Kota Surabaya. 

 

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat 
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah 
yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan 
DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. 

 
6. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah 

R e t r i b u s i  Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 
Jalan Umum. 

 

7. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah Retribusi Tempat Khusus 
Parkir sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Kota Surabaya 
Nomor 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir. 

 

BAB II 
PENGANGGARAN 

 
Pasal 2 

 
(1) Pemberian honorarium bagi petugas parkir dialokasikan setiap 

tahun dalam APBD. 
 

(2) Pengalokasian honorarium bagi petugas parkir pada APBD tahun 
anggaran berikutnya ditetapkan sebesar 30 % (tiga puluh persen) 
dari target pendapatan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum dan/atau Retribusi Tempat Khusus Parkir tahun anggaran 
berikutnya. 
 

(3) Pengalokasian anggaran honorarium bagi petugas parkir 
dilakukan dalam bentuk program dan kegiatan pada Dinas 
Perhubungan. 
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BAB III 

PELAKSANAAN 
 

Pasal 3 
 

 

(1) Petugas parkir yang berhak menerima honorarium meliputi 
petugas parkir yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Perhubungan. 
 

(2) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas : 
 

a. Juru Parkir; dan 
 

b. Koordinator Juru Parkir. 
 

 
Pasal 4 

 
(1) Petugas parkir wajib menyetorkan seluruh Retribusi Pelayanan 

Parkir di Tepi Jalan Umum dan/atau Retribusi Tempat Khusus 
Parkir yang telah dipungut setiap hari kepada Bendahara 
Penerimaan pada Dinas Perhubungan melalui Koordinator Juru 
Parkir. 
 

(2) Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan wajib merekap 
dan menyetorkan seluruh hasil pemungutan Retribusi Pelayanan 
Parkir di Tepi Jalan Umum dan/atau Retribusi Tempat Khusus 
Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas 
umum daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak 
diterimanya hasil pemungutan dari Koordinator Juru Parkir.  

 
 

Pasal 5 
 

(1) Pelaksanaan pemberian honorarium kepada petugas parkir 
dilakukan dengan berbasis kinerja. 
  

(2) Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 
berdasarkan rekapitulasi jumlah setoran yang diperoleh dari hasil 
pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
dan/atau Retribusi Tempat Khusus Parkir setiap 1 (satu) bulan. 

 
(3) Jumlah honorarium yang diterima oleh petugas parkir setiap bulan 

sebesar 30% (tiga puluh persen) dari rekapitulasi jumlah setoran 
setiap bulan atas Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum 
dan/atau Retribusi Tempat Khusus Parkir yang dilakukan oleh 
petugas parkir yang bersangkutan. 

 
(4) Jumlah honorarium yang diterima oleh petugas parkir setiap bulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirinci sebagai berikut : 
 

a. 20% (dua puluh persen) diberikan kepada para Juru Parkir; 

dan 
 

b. 10% (sepuluh persen) diberikan kepada Koordinator Juru 

Parkir. 
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Pasal 6 
 

Apabila realisasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum dan/atau Retribusi Tempat Khusus Parkir melampaui target 
yang telah ditetapkan pada tahun berjalan, maka kekurangan 
pembayaran honorarium kepada petugas parkir dialokasikan dan 
diterimakan pada  tahun anggaran berikutnya. 

 
 

BAB IV 
PENATAUSAHAAN 

 
Pasal  7 

 

(1) Setiap penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan 
Umum dan/atau Retribusi Tempat Khusus Parkir dan pengeluaran 
dalam rangka pemberian honorarium kepada petugas parkir wajib 
dikelola secara tertib sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 

(2) Bentuk pertanggungjawaban pemberian honorarium kepada 
petugas parkir berupa : 

 

a. keputusan Kepala Dinas Perhubungan terkait penetapan 
petugas parkir; 
 

b. rekapitulasi penerimaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi 
Jalan Umum dan/atau Retribusi Tempat Khusus Parkir setiap 
bulan yang dibuat oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas 
Perhubungan dan disetujui Kepala Dinas Perhubungan; 

 

c. tanda terima pemberian honorarium kepada petugas parkir, 
yang meliputi Juru Parkir dan Koordinator Juru Parkir; 

 

d. rekapitulasi pemberian honorarium kepada petugas parkir 
setiap bulan. 

 
BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 8 
 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kota Surabaya. 
 
 

 
Ditetapkan di Surabaya 
pada tanggal 28 Januari 2015          
                                                 

WALIKOTA SURABAYA, 
 

ttd. 
 

TRI RISMAHARINI 
Diundangkan di ............... 
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Diundangkan di Surabaya 
pada tanggal 28 Januari 2015 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA, 
 

ttd. 
 

HENDRO GUNAWAN 
 

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 2 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

ttd. 

 

IRA TURSILOWATI, SH, MH. 

Pembina Tk. I. 

NIP. 19691017 199303 2 006 
 


